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IKHTISAR LHKPN a.n SINDI 

(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2025) 
NIK 1509041901680003 

  
1. DATA PRIBADI 

 
Nama : SINDI 
NIK : 1509041901680003 
No KK : 1509040202080140 
NPWP : 1509041901680003 
Jenis Kelamin : Laki Laki 
Tempat/Tanggal Lahir : PEKACANGAN/19 Januari 1968 
Status Nikah : Menikah 
Agama : ISLAM 
Alamat : JL. KH. AHMAD DAHLAN, RIMBO BUJANG, TEBO, JAMBI 
Nomor Handphone : 081271192137 
Email : sindilaretrans19@gmail.com 
NHK : 193042 
Bidang : EKSEKUTIF 
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 
Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - ASISTEN - SEKRETARIAT DAERAH 
Tanggal Lapor : 31 Desember 2025 
Tanggal Kirim : - 
Status : Draft 
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 6.3. PENGELUARAN LAINNYA 

NO JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN 

1 Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah Rp. 0 

2 Pelunasan/Angsuran Hutang Rp. 0 

3 Pengeluaran Lainnya Rp. 0 

Sub Total Rp. 0 

 
7. LAMPIRAN FASILITAS 

NO URAIAN NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS KETERANGAN 

1 Jenis : MOBIL DINAS 
Keterangan : HONDA C-RV 

Pemerintah Kabupaten Tebo HONDA C-RV 

 
8. TOTAL HARTA KEKAYAAN 

NO TOTAL HARTA TOTAL HUTANG TOTAL HARTA KEKAYAAN 

1 Rp. 1.451.432.155 Rp. 0 Rp. 1.451.432.155 

 

 

Catatan : 
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 Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum 

dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat 

dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.  

 

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara 

wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


